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1. Seorang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan, seorang 
optimis melhat kesempatan dalam setiap malapetaka, (Hervy Ibnoe) 
2. Kesabaran dan ketabahan mencptakan daya tahan yang kuat untuk 
mengatasi kesulitan, (Ninuk). 
3. Seiring kekuatan besar aka nada tanggug jawab yang lebih besar pula, (Ben 
Parker). 
4. Maju seribu langkah untuk mencapai cita-cita dan maju satu langkah untuk 
menggapai cita-cita, (Cie Cemonk). 
5. Jangan dengarkan saat ia beerbicara, tapi dengarkanlah saat ia menulis, 
karena disitu ada kejujuran, (Monk Tce). 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pada masa sekarang ini, khususnya perdagangan internasional 
mengandalkan lalulintas ekspor-impor barang. Negara-negara di dunia saling 
membutuhkan satu sama lain untuk bisa menumbuhkan ekonomi global dan dengan 
cara ekspor-impor inilah bisa di nilai sebagai kebutuhan, baik sebagai pasar produk 
mereka maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka. Banyak masuknya 
barang-barang impor merupakan suatu fenomena yang setiap saat selalu terjadi. 
Setiap negara perlu mencermati dan mensikapi persaingan global secara 
cepat dan tepat, melalui peningkatan daya saing internasional. Dibidang industri, 
pemerintah memilih strategi industrialisasi yang bersifat multidimensional, yang 
memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam 
persaingan global. Dengan ini diharapkan tercipta nilai tambah, perluasan 
kesempatan kerja, dan perolehan devisa strategi. 
Untuk itu perubahan strategis yang ditandai dengan meningkatnya itensitas 
perdagangan internasional serta ICT ( information Communication Technology ) 
membuat dunia usaha menurun istitusi ditutut mampu merespon fasilitor terhadap 
peningkatan daya saing industri dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai 
fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta 
dunia usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri 
dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepada 









sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada 
akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional (Andriani 
2018:17). 
Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor mendapatkan fasilitas 
khusus, seperti pembebasan bea masuk atau tariff 0%, keringanan bea masuk 
menjadi 5%, dan penanguhan pengenaan PPN ( pajak pertambahan nilai ). Contoh 
untuk industri impor-ekspor yang mendapat fasilitas adalah PT SAS Kreasindo 
Utama yang berada di maribaya kecamatan kramat kabupaten Tegal. 
Secara sederhana menurut I Komang Oko Berata (2007:12) mengatakan 
bahwa, pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah 
Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah 
Indonesia atau dalam daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan Negara 
berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang 
diimpor sesuai Undang-Undang No. 10 tahun 1995 dan 17 tahun 2006 tentang 
kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor . 
Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) untuk menimbun 
barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean 
guna diolah atau digunakan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kawasan 
berikat melakukan penyelenggarakan pengusahaan kawasan berikat. 
Peyelenggaraan kawasan berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan 
menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan kawasan berikat. 
Pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggaraan di kawasan berikat yang 






pengusahaan kawasan berikat yang berada dikawasan berikat milik penyelenggara 
kawasan berikat yang statusnya sebagai bada hukum yang berbeda. Dalam proses 
import terdapat tahapan–tahapan atau prosedur impor yang harus dilalui. Hal itu 
dilakukan agar aliran barang dari luar negri ke dalam negeri dapat terkoordinasi 
secara efektif dan efisien. Selain itu barang dari luar negri dapat segera terlacak 
keberadaannya. Prosedur pengeluaran barang impor yang dilalui melibatkan 
beberapa pihak, antara lain pihak importir, freight forwarder, PPJK, pihak pabean 
eksportir dan pihak–pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Pelaksaan impor 
yang akan berhasil jika masing–masing pihak (importir dan eksportir) dapat 
memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah di sepakati (online-pajak.com). 
Penangguhan bea masuk merupakan fasilitas yang di berikan pemerintah 
dalam rangka mendorong ekspor dan kelancaran arus barang. Penangguhan 
diartikan sebagai peniadaan untuk sementara waktu pajak atas lalu lintas barang. 
Pungutan tersebut tidak dipungut apabila ternyata setelah dihitung jumlah pungutan 
yang seharusnya dibayar dan di rekonsiliasi dengan pemakaian bahan baku yang 
dijadikan barang jadi kemudian di ekspor adalah sebanding, akan dibebaskan dari 
pungutan. Sebaliknya, apabila ternyata perbandingan diamksud tidak sesuai dan 
barang jadi yang di ekspor lebih sedikit dari yang seharusnya, sisa perbedaan 
tersebut akan di perhitungkan pajak lalu lintas barangnya (Purwito M, 2010:152). 
Proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), bea cukai 
melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, proses pengeluaran 






penjalurannya, seperti barang impor yang terkena jalur merah, jalur kuning, jalur 
hijau, jalur prioritas dan jalur non prioritas. 
Pengeluaran barang impor dibagi atas pengeluaran barang impor dari 
kawasan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pengeluaran barang 
impor dari kawasan pabean dilakukan dengan tujuan di impor untuk dipakai, di 
impor sementara, di timbun di tempat penimbunan kawasan berikat, diangkut ke 
tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut lanjut atau di 
ekspor kembali. Pengeluaran barang impor dengan tujuan untuk dipakai terhadap 
barang impor yang akan dikeluarkan di kawasan pabean dengan tujuan di impor 
untuk dipakai, importir atau PPJK menyiapkan PIB berdasarkan dokumen 
pelengkap pabean dan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan PDRI yang harus 
dibayar (Atmadji 2004:33). 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan instansi dibawah naungan 
kementrian keungan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas 
masuknya barang dari daerah pabean Indonesia dan memiliki peranan penting bagi 
Negara kesatuan republic Indonesia terutama dalam bidang kepabeanan. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal merupakan instansi yang berada dibawah naungan Direktorat jendral Bea dan 
Cukai dan mempunyai tugas untuk mengawasi dan menertibkan barang – barang 
yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia (online-pajak.com). 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendapati permasalahan 
mengenai bagaimana mekanisme dalam kegiatan pengeluaran barang impor yang 






Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. Dari berbagai masalah yang 
ada di latar belakang penulis tertarik untuk meneliti mekanisme pengeluaran barang 
impor terhadap bea masuk melalui kawasan berikat, melihat lalu lintas impor yang 
meningkat setiap tahunnya di kota Tegal. Untuk mencegah kecurangan perusahaan- 
perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian Negara, dan kendala-kendala apa 
saja yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Tegal, oleh karena itu penulis tertarik membahas masalah tentang 
“Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Untuk Penangguhan Bea Masuk 
Melalui Kawasan Berikat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tegal”. 
B. Rumusan Masalah 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 
pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan 
masalah diharapkan dapat mengethaui maksud maupun tujuan dari objek penelitian, 
serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan 
terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topic maslah yang di teliti. Adapun 
rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana mekanisme pengeluaran barang impor terhadap penangguhan bea 
masuk melalui kawasan berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ? 






3. Tindakan-tindakan apa saja yang di lakukan dalam menangani penyimpangan- 
penyimpangan yang terjadi dalam proses pemeriksaan barang impor ? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
 
a) Untuk mengetahui mekanisme pengeluaran barang impor melalui kawasan 
berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayana Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal. 
b) Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi pemeriksa dalam 
melaksanakan pemeriksaan barang impor 
c) Untuk mengetahui tindakan-tindakan Kantor Pengawsan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dalam menangani penyimpangan- 
penyimpangan yang terjadi dalam pemeriksaan barang impor. 
2. Manfaat Penelitian 
 
a) Bagi Instansi 
 
Diharapakan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif untuk 
peningkatan pengawas dan pelayanan terhadap pengeluaran barang impor 
terhadap penagguhan bea masuk melalui kawsan berikat pada KPPBC TMP 
C Tegal. 
b) Bagi Penulis 
 
Aspek pengembangan ilmu dalam hal perdagangan internasional khususnya 
dibidang impor barang, dan referensi untuk pembaca lain yang akan 






c) Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan menambah 
khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya 
dalam bidang perdagangan internasional. 
D. Metode Penelitian 
 
1. Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan dilokasi objek penelitian yaitu pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. 
2. Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawsan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Tegal yaitu Januari – Maret 2020. 
3. Jenis Data 
 
Data Sekunder merupakan data yang diperolah dari referensi buku-buku yang 
berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya. 




Melakukan Tanya jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. Yang merupakan kantor 
yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
b. Studi Pustaka 
 
Metode yang megumpulkan penelitian atas kesimpulan atau pendapat ahli 
untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan 
untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi 





GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAAYAN 
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEGAL 
 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal didirikan pada tanggal 1 Februari 1969 oleh Direktorat Jendral Bea 
dan Cukai ditandai dengan peletakan batu pertama. Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal saat itu masih bernama 
Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal.Wilayah operasi Kantor Inspeksi Bea 
dan Cukai Tegal meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten 
Pemalang, yang saat itu tegal belum menjadi kotamadya. 
Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 
tanggal 4 Februari 1998 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral 
Bea dan cukai pada tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
Tegal berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal. 
Kemudian akibat dari banyaknya kecurangan dan pemalsuan tentang cukai, 
pada tanggal 27 juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C tegal 
berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe B Tegal berdasarkan peraturan Menteri Nomor 68/PMK.01/2012 tentang 












Seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2012 Kantor 
pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berganti nama 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 
Tegal. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 Kantor pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal berganti nama lagi 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan 
Cukai. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal beralamat di Jl. Sumbawa No. 2 Tegal dipimpin oleh 
seorang kepala kantor dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari : 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikam 
 
3. Seksi perbendahara 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal tidak hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan 
pelayanan saja, tetapi juga melaksanakan dukungan teknis, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan 






pengawasan dan pelayanan adminitrasi kepada masyarakat luas, terutama 
bagi para wajib bea dan cukai. 
Adapun ruang lingkup wilayah kerjanya adalah: 
 
7 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 91 Kecamatan: 
 
1. Kabupaten Brebes 
 
2. Kota tegal 
 
3. Kabupaten Tegal 
 
4. Kabupaten Pemalang 
 
5. Kota Pekalongan 
 
6. Kabupaten Pekalongan 
 
7. Kabupaten Batang 
 
Luas Wilayah : 5.486,95 km2 (17% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah). 
Adapun para pengguna jasa yg terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai TMP C Tegal yaitu : 
Tabel 2.1 
Pengguna Jasa/Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Berikat) 
 
 
No. NAMA PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN LOKASI 
1 PT. Bintang Indokarya Gemilang PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
2 PT. Daiwabo Garment Indonesia PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 
3 PT. Kenlee Indonesia PKB merangkap PDKB Kab. Tegal 
 
4 
PT. SAS Keasindo Utama PKB merangkap PDKB 
Kota 
Pekalongan 
5 PT. Yeon Heung Mega Sari PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 




PT. Mulia Jaya Sejahtera abadi 
Textile 









8 PT. Sengon Indah Mas PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Batang 
9 PT. Delta Dunia Tekstil PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 
10 PT. SAI Garment PKB merangkap PDKB Kab. Tegal 
11 PT. Selim PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
12 PT. Daehan PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
13 PT. Philips Seafood PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 
14 PT. Cahaya Timur PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 




(Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 
Dari tabel 2.1 merupakan contoh perusahaan-perusahaan dalam kawasan 
berikat, sebanyak 15 perusahaan yang di bawah pelayanan KPPBC TMP C Tegal 
dengan jenis kegiatan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) yang merangkap 
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). 
Tabel 2.2 
Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Pabean dan 
Penimbunan Sementara) 
 
No. Nama Perusahaan Status Lokasi 
1 






PT. Bhimasena Power 
Indonesia 
TPS Kab. Batang 
 
(Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 
Dari tabel 2.2 terdapat dua perusahaan di bawah pelayanan KPPBC TMP 
C Tegal yang mana statusnya adalah Kawasan Pabean dan TPS yang mana 






Berikut adalah Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal milik PT. 
Raveena Batik Garmenindo yang menghasilkan Sarung Batik yang berada di 
kota Pekalongan jenis kegiatan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri 
Kecil dan Menengah (KITE IKM). Fasilitas yang diberikan kepada industri 
kecil dan menengah yang melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau 
pemasangan bahan baku asal impor dengan tujuan untuk diekspor, berupa 
Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut. 
Berikut pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal Satu, perusahaan 
di bawah pengawasan KPPBC TMP C Tegal PT. Sankyu Indonesia Internal 
yang terletak di kota Semarang yang jenis kegiatannya adalah PPJK 
(Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk bana usaha yang melakukan 
kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa 
Importir atau Eksportir. 
Tabel 2.3 
Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal 















0610.1.3.0234 Kab. Tegal 
PT. HM 
Sampoerna 
0610.1.3.0234 Kab. Batang 
PT. HM 
Sampoerna Tbk. 
0610.1.3.0234 Kota Pekalongan 
PT. Gudang 
Garam 
0610.1.3.5007 Kab. Brebes 
 
2 
Tempat Penympanan EA CV. Budiarta 0610.3.1.1002 Kab. Tegal 
3 Tempat Penjualan Eceran EA CV. Budiarta 0610.4.1.1001 Kab. Tegal 





















































CV.Sinar Perkasa 0610.5.2.1007 Kab. Tegal 












Toko Arman 0610.5.2.1008 Kota Tegal 
Lo Sam Tjong 0610.5.2.1006 Kota Tegal 
Toko Kombinasi 0610.5.2.1010 Kab. Tegal 
Toko 
CEMPAKA 
0610.5.2.1011 Kab. Tegal 














UD. Punya 0610.5.2.1011 Kota Pekalongan 
Toko Candra 0610.5.2.1012 Kab. Batang 
 
(Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 
Dari tabel 2.5 terdapat sejumlah 22 pengusaha barang kena cukai, diantaranya 
ada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, Tempat 
Penjual Eceran Etil Alkohol, Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol dan 
Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol yang lokasinya 
terdapat dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten 






B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
Berdasarkan Peraturan Menteri nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai di uraikan dibawah ini. 
1. Kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya 
dalam Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai disebut Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang betada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. seorang 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
2. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas pengawasan dan 
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
3. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; 
 
b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan 
dan cukai; 
c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 






d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai; 
e. penenmaan, peny1mpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen 
kepabeanan dan cukai; 
f. pelaksanaan pengolahan data, penyaJian informasi dan laporan 
kepabeanan dan cukai; 
g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api; 
h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; 
 
i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
 
 
4. Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai TMP C 
 
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpman satuan organisasi 
instansi vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai harus menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - 
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Bea clan Cukai serta dengan instansi lain di luar instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai sesuai dengan tugas masing - 
masing . 
Setiap pimpman satuan organisasi harus melaksanakan pengawasan 
melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing - masing dan 
apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah - langkah yang 






Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan . 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubun gan kerja . 
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan orgamsas 1 dari 
bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. 
Para Kepala Bidang/Bagian pada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama . 
Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
Kepala Subbagian Umum menampung serta menyusun laporan berkala 






C. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
TMP C Tegal 
Untuk memudahkan dalam pelayanan kerja memerlukan struktur 
organisasi.Hal ini agar pimpinan tidak melaksanakan semua tugas sendiri, 
karna bagaimanapun pimpinan hanyalah orang biasa yg juga mempunyai 
kemampuan terbatas. 
Struktur organisasi dalam Direktorat Bea dan Cukai telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
meliputi bagian : 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
3. Seksi Perbendaharaan 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; dan 
 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
18 
 
Kepala Seksi Kepatuhan 
Internal dan Penyuluhan 
Lucia itaning Prasetya 
Kepala Seksi Pelayanan 
Kepabeanan dan Cukai 
Dukungan Teknis 













Kaur Tata Usaha dan 
Kepegawaian 
Tri Leksono Heryanto 
 
Kepala Subbagian Umum 
Wahid Sandy Aryo 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai TMP C Tegal 
Nico Budi Dharma 
 
Kasubsi intelijen 
Gatut Susatya Aji 
 
Kasubsi Administrasi MPJ 
Teguh Santosa 
 




Nuning Yusnika Styorini 
Kasubsi Penindakan dan 
SaOP 
- 




Kasubsi Hanggar II 
Dwi Wahyu Handoko 
Kasubsi Penyuluhan dan 
Pelayanan Informasi 
Yusmiati 
Kasubsi Penyidikan dan 
BHP 
Johan Rahmansyah 
Kasubsi Pengolahan Data 
dan Administrasi 
Dokumen 


















(Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 
D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan TMP C Tegal 
Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 tugas fungsi 
masing-masing bagian yang ada dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 






1. Kepala Kantor 
 
2. Sub Bagian Umum 
 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi 
kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan 
pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, 
dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan 
fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah 
tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C yang bersangkutan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian dan 
pengembangan kepegawaian. 
b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain 
sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang 
bersangkutan dan 
c. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan . 
Subbagian Umum terdiri atas : 
 
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. 
 
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 






pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif 
bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan 
fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional 
yang bersangkutan. 
b . Urusan Keuangan ; 
 
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan 
anggaran. 
c . Urusan Rumah Tangga . 
 
Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga , per lengkapan , dan kesejahteraan pegawai. 
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
intelije, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi , sarana 
komunikasi, dan senjata api. 
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai ; 






c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan 
cukai ; 
d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai ; 
pemeriksaan sarana pengangkut ; 
e. Pemeriksaan sarana pengangkut 
 
f. Pengawasan pembongkaran barang ; 
 
g. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda 
administrasi terhadap kekurangan / kele bihan bongkar, serta denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang – 
undangan; 
h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti ; 
i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundangundangan 
kepabeanan dan cukai ; 
j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai ; dan 
k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata ap 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 






Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : 
 
a. Subseksi Intelijen ; 
 
Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang , dan laporan pengawasan lain 
serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan pelayanan 
pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan 
melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C . 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
 
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang - 
undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 






melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang - 
undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil 
penindakan dan barang bukti. 
4. Seksi Perbendaharaan 
 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan 
dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara 
yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana 
pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang . 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengadministrasian penenmaan bea masuk , bea keluar ,cukai , denda 
administrasi , bunga , sewa tempat penimbunan pabean , dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; 
b. Pengadministrasian Jamman serta pemrosesan penyelesaian Jamman 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lain sesuai peraturan perundangundangan ; 
c. penenmaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan 
pengembalian pita cukai ; 
d. Penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 






pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , serta pengadministrasian dan 
penyelesaian premi ; 
e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang telah jatuh tempo ; 
f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan , serta 
administrasi pelelangan ; 
g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor ; 
h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk , bea keluar , cukai , 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; 
i. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan sarana pengangkut ; 
j. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian 
manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang ; 
k. Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut . 






a. Subseksi Administrasi Manifes , Penerimaan , dan Jaminan 
 
Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai 
tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan 
pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal 
kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes 
kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, melakukan 
pelayanan penerimaan, penelitian , penatausahaan, pendistribusian, dan 
penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang, 
melakukan penghitungan keterlambatan denda administrasi penyerahan 
dokumen terhadap sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian 
penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan 
pengurusan permintaan pita cukai , melakukan pengadministrasian dan 
penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan 
menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundangundangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta memberikan 
pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan 
pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 






Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lain sesuai peraturan peundangundangan 
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian. 
 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai 
tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan 
Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- 
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan 
penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan 
dan pengadministrasian proses pelelangan, dan melakukan 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta melakukan 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, pita cukai, dan 
pungutan negara yang sesuai peraturan perundang -undangan dipungut 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis 
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan 
teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer 
dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan 
berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data , 
pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, 






dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan 
cukai . 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelayanan fasilitas dan kepabeanan dan cukai. 
 
b. Penelitian pemberitahuan dokumen cukai ; penerimaan di bidang 
ekspor 
c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 
keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor 
dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang - undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; 
e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 
pabean ; 
f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean ; 
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut ; 






j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai ; 
 
k. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen 
yang berhubungan dengan barang kena cukai ; 
l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi , harga dan kadar 
barang kena cukai ; 
m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean ; 
 
n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean ; 
o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara ; 
p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara 
q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk ; 
r. Pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan 
penyimpanan data dan berkas (file) ; 
s. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data 
kepabeanan dan cukai 
t. Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 






Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai .dan Dukungan Teknis terdiri 
atas : 
a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai ; 
 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penenmaan, 
pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan 
keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan 
pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap 
keterlambatan pengangkut, penyerahan dokumen sarana melakukan 
pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, melakukan 
penelitian pemberitahuan 1mpor dan ekspor, melakukan pemeriksaan 
dan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan 
klasifikasi barang , tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan 
fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk , bea 
keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara 
yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif 
bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan pelayanan dan 
pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, 
melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 






pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan pengelolaan Tempat 
Penimbunan Pabean, melakukan penatausahaan penimbunan, 
pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan 
Tempat Penimbunan Pabean, melakukan urusan penyelesaian barang 
yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan 
barang yang menjadi milik negara, melakukan penyiapan proses 
pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, melakukan 
pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, 
memberikan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, melakukan 
penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan 
Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan 
cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,melakukan 
pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran 
pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, 
buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, 
serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan 
kadar barang kena cukai, serta melakukan penenmaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai 






Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 
melakukan tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjang, 
melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), 
melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran 
data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai , menyajikan 
data kepabeanan dan cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; 
 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, 
serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan 
kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, 
konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai . 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kepatuhan Internal dan 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan 
cukai ; 






c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan 
di bidang kepabeanan dan cukai 
d. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan 
upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
e. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
f. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C 
g. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai ; 
h. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai ; 
 
i. Bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai 
 
j. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai. 
 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas : 
 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas ; dan 
 
b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi . 
 
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan 






pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi 
internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan 
terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, 
melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang 
pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, 
penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
melakukan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta 
melakukan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Sedangkan Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai 
tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang - 
undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan 
informasi , bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan   jabatan   fungsional   masing   -   masing   berdasarkan  undangan 
.ketentuan peraturan perundang.Kelompok jabatan fungsional terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan jenjang dan bidang keahliannya.Masing - masing kelompok jabatan 
fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk 






dengan kebutuhan clan beban kerja .Jenis dan jenjang jabatan fungsional 





TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
 
A. Tinjauan Teori 
 
1. Pengertian Mekanisme 
 
Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan 
dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses 
kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta 
mengurangi kegagalan. ( moenir:2001) 
2. Pengertian Impor 
 
Secara umum, pengertian impor adalah suatu kegiatan pembelian dan 
memasukkan barang/ jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam 
negeri secara legal melalui proses perdagangan. 
Pendapat lain mengatakan arti impor adalah suatu kegiatan 
perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah 
pabean Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang 
bergerak di bidang ekspor-impor dengan mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pengertian Impor Menurut Para Ahli 
 
a. Marolop Tandjung 
 
Menurut Marolop Tandjung (2011:379), pengertian impor adalah 
kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar 
negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan 








b. Astuti Purnamawati 
 
Menurut Astuti Purnamawati (2013:13), pengertian impor adalah 
tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan 
ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta 
asing. 
c. Susilo Utomo 
 
Menurut Susilo Utomo (2008:101), arti impor adalah suatu kegiatan 
memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean di 
dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, 
baik perorangan maupun perusahaan. 
Jadi yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukan barang ke 
dalam daerah pabean. Adapun prosedur dalam melakukan kegiatan 
impor hampir sama dengan melakukan kegiatan ekspor Berdasarkan 
kriteria tertentu, Dirjen Bea Cukai mentukan jalur pengeluaran barang impor 
sebagai berikut : 
1) Jalur Merah 
 
Kritria jalur merah : 
 
a) Importir baru 
 
b) Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi (high risk 
impoter) 
c) Barang impor sementara 
 
e) Barang Operasional Peminyakan (BOP) golongan Barang re-impor 
 






g) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah 
 
h) Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi 
dan/atau berasal dari negara yang beresiko tinggi. 
Untuk jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik 
barang. Dalam jalur merah, dilakukan pemeriksaan fisik apabila ada Nota 
Hasil Itelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan/atau terkena pemeriksaan acak. 
2) Jalur Hijau 
 
Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak termasuk dalam kriteria 
sebagaimana dalam kriteria jalur merah, dan untuk jalur hijau hanya 
dilakukan penelitian dokumen saja. 
Dalam jalur hijau, tidak tidak dilakukan pemeriksaan fisik apabila Tidak ada 
Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan tidak terkena 
pemeriksaan acak. 
3) Jalur Kuning 
 
Keiteria jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran 
barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan 
penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 






Kriteria jalur MITA / prioritas adalah importir yang ditetapkan sebagai 
Importir Jalur Prioritas, dan untuk jalur prioritas tidak dilakukan pemeriksaan 
pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau. 
Berdasarkan kegiatannya, impor di bagi menjadi beberapa jenis. Adapun 
jenis-jenis impor : 
a. Impor Untuk Dipakai : kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam 
wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau 
dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 
b. Impor Sementara : kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah 
pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar 
negeri paling lama 3 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 10D Undang- 
Undang Nomor 17Tahun 2006. 
c. Impor Angkut Lanjut / Terus : kegiatan mengangkut barang dengan 
menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa 
adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. 
d. Impor Untuk Ditimbun : kegiatan mengangkut barang dengan 
menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain 
fsdengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. 
e. Impor Untuk Re-Ekspor : kegiatan mengangkut barang impor yang 
masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar 
negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi; tidak 







1. Pengertian Kawasan Berikat 
 
Sesuai PP No. 33 tahun 1996 tentang TPB jo. No. 43 tahun 1997, maka 
Enterport Produksi untuk tujuan Ekspor (EPTE) dinyatakan sebagai 
kawasan berikat. Beberapa pengertian kawasan berikat diantaranya : 
1) Kawasan Berikat adalah bagian dari wilayah pabean dengan peraturan 
pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada diluar wilayah 
pebean, tetapi tetap dibawah pengawasan bea cukai dan dikelola oleh 
suatu badan berbentuk perusahaan untuk melakukan kegiatan 
pergudangan, processing dan manufacturing yang bertujuan untuk 
ekspor maupun impor (Bonded Warehouse Indonesia). (Amir 
MS,2003:187) 
2) Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, kawasan dengan 
batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industry 
pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, 
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan 
atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam 
Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan 
ekspor. (Bisnis Indonesia,4 Juli 2020) 
Pembentukan kawasan berikat dimulai dengan penerbitan 
Peraturan Pemerintah Noor 22/1986, yang berlaku mulai 6 Mei 1986. 
Peraturan Pemerintah ini kemudian diubah dengan PP No. 14/1990. 






peningkatan ekspor sehingga perlu diberikan insentif diantaranya 
berupa kasilitas dibidang perpajakan termasuk Pajak Pertamnahan Nilai 
(PPN). 
Daya rangka upaya untuk meningkatkan daya saing produk 
ekspor dipasaran global, dipandang perlu pemberian kemudahan 
dibidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Atas dasar kebijakan 
tersebut, pada 5 Januari 1996 dikeluarkan PP No. 3/1996 yang 
mengatur bahwa atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari 
luar daerah pabean ke dalam Kawasan Berikat diberikan penangguhan 
PPN. Pada tahun yang sama, dikeluarkan juga PP No. 33/1996 tentang 
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang mencabut PP No. 14/1990. 
(Bisnis Indonesia, 5 Juli 2020) 
Aturan pelaksanaan dari PP No. 33/1996 ini diatur dalam 
Keputusan Mentri Keuangan No. 291/KMK/.05/1997 yang mulai 
berlaku 1 April 1997, yang hingga saat ini telah mengalami beberapa 
kali perubahan. Pasal 14 dari keputusan ini memperinci lebih lanjut 
pemberian fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut atas ytransaksi yang 
dilakukan oleh PKB dan PDKB berupa : 
1) Impor barang modal atau peralatan perkantoran yang semata- mata 
dipakai PKB yang merangkap sebagai PDKB. 
2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan 
langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semat-mata 






3) Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB dan 
pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke 
PDKB untuk diolah lebih lanjut. 
4) Pengiriman barang hasil produksi PDKB lainnya untuk diolah lebih 
lanjut. 
5) Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahan 
industry di Daerah Pabean (DPIL) atau PDKB lainnya dalam 
rangka sunkontrak, dan penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan 
subkontrak kepada PDKB asal. 
6) Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka 
subkontar dari PDKB kepada perusahaan industry di DPIL atau 
PDKB lainnya, dan pengembaliannya ke PDKB asal. 
7) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditunjuk kepada 
pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan 
pajak dalam rangka impor. 
Keputusan Mentri Keuangan ini telah beberapa kali mengalami 
perubahan, terkhir dengan Keputusan Mentri Keuangan N0. 
37/KMK.04/2002, namun perubahan yang terjadi tidak berkenaan 
dengan fasilitas perpajakn. 
Jadi, penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan 
Berikat serta pemberian izin PKB dilakukan dengan Keputusan 
Mentri Keuangan untuk mendapatkan izin sebagai KABER dan 






memenuhi syarat sebagai berikut : 
 
1) Memiliki bukti kepemilikan atau pengusahaan suatu banguan, 
tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas 
(pagar pemisah). 
2) Memiliki Surat Izin Usaha Industri, Analisis Mengenai Dampal 
Lingkungan Hidup dan izin lainnya yang diperlukan dari 
instansi teknis terikat. 
3) Memiliki penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan 
melampirkan Surat Pemberitahuan Tahuanan (SPT) PPh tahun 
terkahir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPPT. 
4) Rencana Tata Letak KABER 
 
5) Keterangan tertulis dari pemilik industry bahwa perusahaan 
tersebut berlokasi di kawasan industry serta peta lokasi dan peta 
letak bangunan. 
Kawasan berikat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh 
penyelenggara kawasan berikat yang telah mendapat izin dapat 
diperuntukan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan 
kegiatan usaha industry pengolahan (http://cybernews.cbn.net.id). 
Penyelenggara kawasan berikat adalah Perseroan Terbatas 
(PT), koperasi yang berbentuk badab hokum, atau yayasan yang 
memiliki, menguasai, mengelola, menyediakan sarana guna 
keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di TPB yang 






Barang dari Kawasan Berikat dapat berasal dari : 
 
a. Luar Negeri 
 
b. Kawasan Berikat Lainnya 
 
c. Daerah Pabean Lainnya 
 
d. Gudang Berikat 
 
e. Tempat Penimbunan Berikat 
 






c. Diimpor untuk dipakai 
 
d. Kawasan Berikat Lainn 
 
e. Tempat Penimbunan Sementara 
 
f. Tempat Penimbunan Pabean 
 
g. Dalam rangka subkontrak 
 
h. Dalam rangka peminjaman mesin/reparasi 
 
i. Musnah tanpa sengaja 
 
kawasan berikat merupakan bangunan, tempat atau kawasan dengan 
batas-batas yang telah ditentukan di dalam wilayah Republik Indonesia 
(RI). Di dalam kawasan berikat ini diberlakukan aturan-aturan khusus 
terkait kepabeanan. Aturan-aturan khusus dalam kawasan berikat ini 
diberlakukan atas barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari 






Aktivitas dalam kawasan berikat ini meliputi industri pengolahan 
barang dan bahan baku, kegiatan rancang bangun, rekayasa, penyortiran, 
pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan. Barang dan bahan 
baku yang dimaksud bisa dari impor atau berasal dari dalam daerah pabean 
Indonesia lainnya. 
Berikut adalah tabel persyaratan pengajuan untuk mendapatkan fasilitas 
kawasan berikat: 
 
Pemenuhan Persyaratan Fisik 
Lokasi 




























Memenuhi 2.Memiliki izin usaha 
perdagangan, izin 
usaha pengelolaan 
kawasan, izin usaha 









Memenuhi 3.Memiliki hasil 
konfirmasi status 

























Memenuhi 4.Memiliki bukti 
kepemilikan atau 
penguasaan suatu 
kawasan, tempat, atau 
bangunan yang 
mempunyai batas- 













 5. Pengukuhan sebagai 






pajak terakhir sesuai 
dengan kewajibannya. 
Memenuhi 
 6. Melampirkan Surat 






















  tetap, paling lama 










yang tetap, paling 




c. Tidak memiliki 








Pemenuhan Persyaratan Lainnya Keterangan 
1. Sistem Pengendalian Internal 
(SPI) perusahaan 
Ada berupa Struktur Organisasi yang 
jelas dan Standar Operasional 
Prosedur Perusahaan 
2. Analisa dampak ekonomi yang 
dihasilkan dari pemberian izin 
Kawasan Berikat. 
Telah melampirkan analisa dampak 
ekonomi 
3. Ruang Hanggar Petugas Bea dan 
Cukai. 
Dalam kondisi baik dan siap 
digunakan 






2. Pengertian Bea Masuk 
 
Secara umum, Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan 
undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah 
pabean. Aturan bea masuk yang telah ditetapkan pemerintah atas barang 
impor menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Berkenaan dengan 
hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan bea masuk barang di dalam 
negeri (online-pajak.com). 
3. Pengertian Penangguhan Bea Masuk 
 
Penangguhan Bea Masuk merupakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah dalam rangka mendorong ekspor dan kelancaran arus barang. 
Penangguhan diartikan sebagai peniadaan untuk sementara waktu pajak 
atas lalu lintas barang. Pungutan tersebut tidak dipungut apabila ternyata 
setelah dihitung jumlah pungutan yang seharusnya dibayar dan 
direkonsiliasi dengan pemakaian bahan baku yang dijadikan barang jadi 
kemudian di ekspor adalah sebanding, akan dibebaskan dari pungutan bea 
masuk. Sebaliknya apabila ternyata perbandingan dimaksud tidak sesuai 
dan barang jadi yang diekspor lebih sedikit dari yang seharusnya, sisa 
perbedaaan tersebut akan di perhitungkan pajak lalu lintas barangnya. 
Fasilitas penangguhan bea masuk antara lain diberikan kepada 
Kawasan Berikat terutama industry manufaktur yang berorientasi ekspor 
yaitu mendapat fasilitas kepabeanan dan perpajakan seperti pangguhan bea 
masuk dan tidak di pungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 atas kegiatan 






mata di pakai oleh PKB (penimbunan kawasan berikat) termasuk PKB 
merangkap PDKB (penimbunan dalam kawasan berikat), demikian juga 
atas impor barang yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi 
PDKB serta atas impor barang dan bahan untuk diolah di PDKB. . (Purwito 
M, 2010:152) 
4. Fasilitas Kepabeanan Dan Perpajakan 
 
Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut 
PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat 
berupa: 
a) Bahan Baku dan Bahan Penolong asal luar daerah pabean untuk diolah 
lebih lanjut. 
b) Barang Modal asal luar daerah pabean dan Barang Modal dari 
Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat. 
c) Peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang dipergunakan oleh 
Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB. 
d) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut 
atau dijadikan Barang Modal untuk proses produksi. 
e) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali 
dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat. 
f) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali 
dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) ke Kawasan 
Berikat 






Berikat untuk digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan 
Berikat yang semata-mata untuk diekspor; dan/atau 
h) Pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau 
Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk 
menjadi satu kesatuan dengan barang Hasil Produksi Kawasan 
Berikat. 
 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas : 
 
a) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan 
Berikat untuk diolah lebih lanjut. 
b) Pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat 
dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau 
perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke 
Kawasan Berikat. 
c) Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam 
rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di 
tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat. 
d) Pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan 
di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk 
menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah 
pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat. 






atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan 
Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari 
tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan 
digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untuk 
diekspor. 
f) Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain 
dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu 
kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat. 
5. Dasar Hukum 
 
Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai di bidang kepabeanan dan cukai yang beberapa 
kali telah diubah dengan undang-undang dan peraturan pemerintah 
adalah: 
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006. 
 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 
Penimbunan Berikat. 
 
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan 
Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 






4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 
tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
PER-35/BC/2013. 
B. Tinjauan Praktek Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Untuk Penagguhan 
Bea Masuk Melalui Kawasan Berikat di KPPBC TMP C Tegal 
1. Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Melalui Kawasan Berikut 
 
a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan dokumen 
Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu Kawasan Berikat (PPB- 
KB) kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat 
yang akan mengeluarkan barang. 
b. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 
Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang melakukan 
pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan 
pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan. 
c. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang 
membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB. 
d. PPB-KB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari Kawasan 
Berikat induk ke lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan, atau 
sebaliknya. 
e. Softcopy PPB-KB yang telah disetujui dikirim secara elektronik atau 






mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang ke 
Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 
Kawasan Berikat yang menerima barang. 
f. Dalam hal barang telah sampai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean 
yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang 
melakukan pengawasan pemasukan serta melakukan pemeriksaan 
kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan. 
g. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan 
pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan 
cap kantor pada lembar PPB-KB. 
h. PPB-KB yang telah selesai dikirimkan kembali ke Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang mengeluarkan barang untuk 
dijadikan bahan rekonsiliasi dan/atau evaluasi. 
i. Barang yang dipindahkan disetujui untuk ditimbun dan Pengusaha 
Kawasan Berikat atau PDKB melakukan penyesuaian di teknologi 
informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT 
Inventory). 
2. Pengawasan Dan Pelayanan 
 
Dalam hal pemasukan dan/atau pengeluaran ke dan dari luar 
daerah pabean, Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan/atau 







a. Pemeriksaan fisik, pelayanan gate in / gate out, pengawasan 
pemasukan / pengeluaran barang, pengawasan pembongkaran 
/ pemuatan barang dapat dilakukan oleh Petugas Bea dan 
Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 
(satu) hamparan; 
b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik, Laporan Hasil Pemeriksaan 
Fisik, dan dokumen terkait lainnya dilakukan pertukaran data 
secara elektronik atau secara manual antara Petugas Bea dan 
Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk dengan Petugas 
Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak 
dalam 1 (satu) hamparan. 
c. Hasil pengawasan dan/atau pelayanan diinput ke dalam SKP 
(CEISA TPB) oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi 
Kawasan Berikat induk, kecuali telah tersedia SKP terkait. 
Contoh kasus pengeluaran barang impor dari kawasan berikat : 
Kawasan Berikat PT A memproduksi sepatu. Dalam proses produksinya, 
untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT A akan 
mengeluarkan barang contoh berupa sol sepatu, potongan kecil kain bahan 
sepatu, contoh tali sepatu secara rutin kepada pihak yang ditunjuk oleh 
buyer. Atas pengeluaran tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh 
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, misalnya: 






3. Mekanisme Penangguhan Bea Masuk Terhadap Barang Impor Yang 
Masuk Melalui Kawasan Berikat 
A. Pengajuan Permohonan Penangguhan Bea Masuk 
 
a. Untuk dapat mengeluarkan barang impor dengan mendapatkan 
Penangguhan bea masuk, Importir atau kuasanya mengajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. 
b. Permohonan Penangguhan  harus memuat  paling sedikit : 
 
a) alasan untuk mendapatkan Penangguhan bea masuk. 
 
b) jumlah bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dimintakan 
Penangguhan bea masuknya. 
c) jumlah PDRI, dalam hal permohonan Penangguhan bea masuk 
meliputi PDRI. 
d) jumlah dan jenis barang. 
 
c. Permohonan Penangguhan bea masuk sebagaimana dimaksud harus 
dilampiri dokumen yang nyata meliputi : 
a. bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan 
yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan; dan 
b. fotokopi invoice dan/atau packing list atau dokumen lain semacam 
itu. 
d. Terhadap Permohonan Penangguhan bea masuk Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani bagian pelayanan penerimaan dokumen 
kepabeanan dan cukai, memeriksa kelengkapan dokumen dank e 
aslianya dengan ketentuan: 
a. mengembalikan dokumen permohonan kepada Importir atau 






Penangguhan bea masuk yang diajukan tidak lengkap. 
b. memberikan tanda terima kepada Importir atau kuasanya, dalam hal 
permohonan Penangguhan bea masuk yang diajukan telah lengkap 
dan sesuai 
c. Terhadap permohonan Penangguhan bea masuk yang telah lengkap 
dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fungsi 
penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai menyerahkan 
dokumen permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di 
bidang kepabeanan dan cukai. Terhadap Permohonan Penangguhan 
bea masuk yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan 
Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan 
perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan konfirmasi 
atas: 
a) Bukti penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan 
yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan. 
b) Proses permohonan pembahasan, kepada unit penerbitan fasilitas 
pembebasan. 
d. Konfirmasi dapat dilakukan melalui sistem aplikasi CEISA 
pelayanan, Dalam hal sistem aplikasi pelayanan kemudian 
diteruskan dengan mengirim surat kepada perusahaan tentang hal 
persetujuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 







e. Terhadap jawaban atas konfirmasi, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang 
kepabeanan dan cukai melakukan penelitian paling sedikit meliputi: 
a) Alasan untuk mendapatkan Penangguhan bea masuk 
b) Jawaban atas konfirmasi dari kepala seksi fasilitas Pembebasan. 
f. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dan lengkap, 
Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan 
memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai pemberian Penangguhan bea masuk dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas 
konfirmasi dari seksi pengawasan dan penindakan diterima yang 
salinannya disampaikan kepada kepala seksi fasilitas Pembebasan. 
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penangguhan bea 
masuk sebagaimana diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang. 
B. Jangka Waktu Penangguhan bea Masuk 
 
Dalam ketentuan diatas terdapat pembatasan waktu penangguhan 
barang impor paling lama tiga tahun, yang berarti bahwa setelah kurun 
waktu termaksud barang harus diekspor kembali. Ketentuan itu tidak 
memandang apakah barang masih dalam kondisi baik atau rusak berat, 
tetapi dalam jangka waktu tiga tahun tersebut masih memungkinkan di 
perbaiki di tempat suppliernya di luar daerah pabean, jika perbaikan dalam 






Tujuan dari pembatasan waktu penangguhan barang impor adalah 
untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian barang impor, karena pada 
waktu pengimporannya dibebaskan atau diberikan keringanan bea masuk. 
Perpanjangan jangka waktu atau di sebut custom bond hanya dapat 
dilakukan setelah persetujuan dari Direktorat Jendral atau pejabat yang di 
tunjuknya. Dalam hal pihak yang di jamin belum atau tidak memenuhi 
kewajibannya hingga tanggal berakhirnya. Custom bond di cairkan, 
pencairan Custom bond dilakukan dengan srat permintaan pencairan dari 
Direktorat Jendral atau pejabat yang di tunjuknya atau Kepala Bapeksta 
Keuangan. 
Surety harus memindahkanbukukan jumlah sebagaimana diminta dalam 
surat permintaan pencairan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari kerja sejak tangggal berakhirnya Custom bond. 
4. Kendala-Kendala yang Terjadi Saat kegiatan Pengeluaran Barang Impor 
Untuk Penangguhan Bea Masuk Pada Kawasan Berikat 
1) Adanya penggelapan barang impor 
 
Yang di maksud penggelapan disini yaitu memasukan barang impor 
tidak sesuai apa yang ada pada dokumen atas permohonan ijin untuk 
impor. 
2) Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat secara illegal atau tanpa 







Melakukan pengeluaran barang impor secara illegal yang dimaksud 
adalah tanpa seijin kantor Bea dan Cukai yang mengakibatkan akan 
berkurangnya barang saat akan dilakukannya ekspor dan perbuatan ini 
akan di kenakan pasal 52 atas penyalah gunaan fasilitas kepabeanan. 
3) Pemalsuan Dokumen. 
 
Banyaknya kasus yang terjadi dalam lingkup pemalsuan dan terjadi 
juga pada perusahaan-perusahan yang nakal dan malas untuk mengurus 
dokumen perbuatan ini akan di kenakan pasal 53 dengan sanksi pidana. 
4) Menjual Barang Impor yang tidak dikemas / dilunasi bea masuknya. 
 
Menjual barang impor yang belum dilunasi bea masuknya 
merupakan tindak criminal yang dapat merugikan Negara, dengan hal ini 
perusaahaan akan di kenakan pasal 54 dengan pidana 5 tahun penjara dan 









Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya 
yaitu mengenai Mekanisme Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Berikat 
Terhadap Penangguhan Bea Masuk, maka bab terakhir ini penulis akan 
menggunakan beberapa kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu : 
1. Prosedur pengeluaran barang impor terhadap penangguhan bea masuk 
melalui kawasan berikat yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dilakukan secara 
detail dan sudah sesuai dengan semua prosedur yang telah terdaftar tanpa 
mengurangi maupun menambah peraturan tata cara pemeriksaan yang telah 
ada, sehingga proses ini dapat terkendali dan berjalan lancar. 
2. Tata cara pemeriksaan barang imporr dilakukan sangatlah detail sesuai 
dengan prosedur yang ada sehingga tingkat penyimpangan dapat ditekan 
seminim mungkin. Apabila terjadi penyimpangan yang terdeteksi dalam 
proses pemeriksaan maka proses pemeriksaan akan diulang kembali ke 
proses pemeriksaan yang lebih mendetail hingga nomor pemberitahuan 
impor dikeluarkan oleh pihak bea dan cukai sebagai tanda bawa barang 
tersebut sudah dapat dikirim. 
3. Bila terjadi penyimpangan maka pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan 












importir sesuai dengan peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor P-40/BC/2008, 
yaitu tentang denda administrasi bila barang yang diperiksa tidak sesuai 
dengan dokumen yang diajukan. 
B. Saran 
 
1. Untuk meningkatkan kinerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal yang terkait dengan pemeriksaan 
barang ekspor, sebaiknya meningkatkan ketegasan pada eksportir yang 
melakukan penyimpangan, serta ketelitian dalam melaksanakan proses 
pemeriksaan perlu ditekankan lagi. 
2.  Dalam hal sanksi yang telah dipergunakan oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal sudah sesuai 
dengan ketentuan yang tertulis didalam peraturan Dirjen Bea dan Cukai, 
namun menurut penulis sanksi administrasi tidaklah mencukupi untuk 
membuat para importir nakal jera atas kecurangan-kecurangan yang telah 
dilakukan sehingga pihak bea dan cukai perlu membuat peraturan yang 
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Pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari tempat penimbunan berikat 
ke tempat penimbunan berikat lainnya 
 
 
 
 
